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MOTTO:

“Notaries have the power to impart an official imprimatur to a document
or transaction. There are a plethora of judicial opinionsthat declare
Notaries are “Public Officers”*

(Notaris memiliki kekuatan untuk memberikan kewenangan kepada seorang
pejabat dalam melegalisasikan suatu dokumen atau suatu Transaksi.
Lazimnya Para pakar hukum menyatakan bahwa Notaris
adalah seorang “Pejabat Publik’)

*) See, e.q., Britton V. Nicolls, 104 U.S. 757, 765 (1881)
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RINGKASAN

Notaris adalah pgabat umum yang berwenang dalam membuat akta
Otentik. Notaris dalam menjalankan jabatannya sebagai Pejabat Lelang Kelas |1
pada dasarnya sangat dimungkinkan, mengingat Notaris sebaga Pejabat Lelang
merupakan jabatan umum dan sesuai undang-undang dapat dibenarkan, disamping
itu Notaris dan Pejabat Lelang sama-sama menghasilkan produk hukum yang
disebut akta dan Risalah Lelang yang keduanya merupakan akta otentik.

Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
menjelaskan bahwa Notaris berwenang juga membuat risalah lelang. Pemberian
kewenangan kepada Notaris dalam pembuatan risalah lelang diatur di dalam Pasal
15 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan
Notaris. Pemberian kewenangan tersebut menyebabkan timbulnya ketidakpastian
hukum dalam pelaksanaannya di bidang lelang. Hal ini dikarenakan pemberian
kewenangan tersebut bertentangan dengan kewenangan Pegabat Lelang sebagai
pelaksana lelang berdasarkan Peraturan Lelang (Vendu Reglement) pasal 1 (a),
bahwa penjualan didepan umum haruslah dihadapan pejabat |elang dan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 175/PMK.06 /2010 Tentang Pejabat Lelang Kelas Il
pasa (2) huruf (g) bahwa Salah satu syarat untuk dapat diangkat menjadi Pejabat
lelang kelas |1 harus lulus pendidikan dan pelatihan untuk Pejabat Lelang Kelas 11
yang diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Peatihan Keuangan
Kementerian Keuangan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 93/PMK.06/2010
tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, bahwa terdapat Pembatasan Kewenangan
Pegabat Lelang dalam melakukan pelayanan lelang, yaitu Pgabat Lelang Kelas |
berwenang melaksanakan Lelang Eksekusi, Lelang Noneksekusi Wajib, dan
Lelang Noneksekusi Sukarela sedangkan Pejabat Lelang Kelas 11 hanya
berwenang melaksanakan Pelayanan Lelang Noneksekusi Sukarela.

Terdapat kekurangan dari adanya pembatasan kewenangan Pegabat Lelang
Kelas Il, yakni dalam pelaksanaan lelang didaerah tingkat 11 dalam kegiatan
lelang seperti Lelang Eksekusi, Lelang Non-eksekusi Wagjib, dan Lelang



Noneksekus Sukarela yang dilakukan oleh masyarakat yang berdomisili di daerah
tingkat 11. Secara otomatis pejabat lelang yang berwenang ialah pegabat |elang
kelas 1l dadam memandu jalannya lelang-lelang tersebut. Karena aturan

Permenkeu sudah jelas mengaturnya. Pegabat Lelang kelas Il yang dimana

berkantor di daerah tingkat Il tersebut tidak memiliki kewenangan untuk

memandu lelang Eksekusi dan Lelang Noneksekusi Wajib. Pejabat lelang kelas ||
memiliki kewenangan hanya terbatas pada Lelang Noneksekusi Sukarela sgja,
sehingga masyarakat tersebut harus mengeluarkan biaya lebih untuk pemanggilan

Pegjabat Lelang kelas | yang berwenang dalam melaksanakan |elang Eksekusi dan

Lelang Non Eksekusi Wajib.

Dengan mengamati persoaan tersebut penulis mengangkat permasalahan
sebagal berikut:

1 Apakah yang melatarbelakangi pembatasan kewenangan terhadap Pejabat
lelang kelas 11 ?

2 Bagaimanakah kekuatan hukum risalah lelang yang dibuat oleh Notaris selaku
Pejabat lelang kelas 11 ?

3 Apakah kewenangan Notaris dalam membuat risalah lelang yang diatur dalam
staatsblad 1908-189 dengan undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang
Jabatan Notaris tidak bertentangan dengan kewenangan Pejabat lelang kelas |1
dalam pelaksanaan lelang ?

Tujuan pendlitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat benturan
norma terkait dengan Kewenangan Notaris dalam membuat risalah lelang yang
diatur dalam Staatsblad 1908-189 dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004
Tentang Jabatan Notaris mengenai kewenangan Pejabat Lelang Kelas |1 dalam
pelaksanaan Lelang dan juga Untuk mengetahui kekuatan hukum risalah lelang
yang dibuat oleh Notaris selaku pejabat lelang kelas 1. Selain itu tujuan penelitian
ini adalah menjelaskan hal-hal yang melatarbelakangi pembatasan kewenangan
terhadap Pejabat lelang kelas 11 yang diatur didalam Peraturan Menteri Keuangan
nomor 175/PMK.06/2010

Kesimpulan dari Penulisan Skripsi ini adalah, apabila kewenangan Notaris
dalam pembuatan risalah lelang yang diatur di dalam Pasal 15 ayat (2) huruf (g)
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Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dijadikan dasar
dalam melaksanakan jabatannya sebagal pejabat lelang kelas 11 maka, risalah
ledlang yang dibuat oleh Notaris tersebut tidak lagi mempunyai kekuatan
pembuktian sebagal akta otentik yaitu kekuatan pembuktian sempurna, akan tetapi
hanya sebagai akta dibawah tangan yang mempunya kekuatan pembuktian
dibawah tangan. Hal ini dikarenakan Risalah Lelang berguna sebagai alat bukti
yang sempurna bagi para pihak yaitu penjual dan pembeli (pemenang lelang), hal
ini untuk melindungi para pihak terhadap kemungkinan perbuatan hukum pihak
ketiga.

Hal-hal yang melatarbelakangi pembatasan kewenangan terhadap Pejabat
lelang kelas 1l yang diatur didalam Peraturan Menteri Keuangan nomor
175/PMK.06/2010 Pembagian kewenangan antara Pejabat Lelang kelas | dan
Pegjabat Lelang Kelas |1 dilatarbelakangi oleh beberapa hal :

a) Pegabat lelang kelas | merupakan Pegjabat Lelang Pegawai Direktorat Jenderal
K ekayaan Negara, sehingga memiliki kemampuan dan pengalaman yang lebih
dari pada Pegabat lelang kelas 1I. Mengingat Pejabat lelang kelas |1 adalah
pejabat |elang swasta yang hanya diberi pengalaman selama 3 bulan melaui
diklat Pgabat lelang kelas 1. Sehingga memiliki pemahaman yang kurang
mengenai lelang.

b) Adanya Pegabat Lelang Kelas |l pada dasarnya merupakan pendelegasian
kewenangan guna membantu tugas-tugas pelelangan yang dilakukan oleh
Pgabat Lelang Kelas | yang ada pada KPKNL. Sehingga pembagian
kewenangan tugas dan wilayah kerja antara Pegabat Lelang Kelas | dan
Pejabat Lelang Kelas 11 akan dapat membantu pel aksanaan tugas secara efektif
dan proporsional antara kedua Pejabat Lelang Kelas | dan Pegjabat Lelang
Kelas Il sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang.

c) Pegabat Lelang Kelas |1 merupakan mitra dari balai lelang dan sebagai pejabat
lelang swasta yang diberi wewenang melaksanakan lelang non-eksekusi
sukarela. Sehingga kewenangan Pegjabat lelang kelas Il hanya sebatas lelang
non eksekusi sukarela sgja. Karena Pgabat Lelang kelas Il hanya bersifat
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membantu tugas-tugas pelelangan yang dilakukan oleh Pgjabat Lelang Kelas |

yang ada pada KPKNL.

Tipe penelitian yang dipakai penulis dalam penyusunan skripsi ini secara
yuridis normatif (Legal Research). Tipe penelitian yuridis normatif (Legal
Research) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan
hukum yang bersifat formil seperti Undang-Undang, peraturan-peraturan serta
literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan
permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini. * Metode pendekatan masalah
yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah Pendekatan Perundang-
undangan (statute approach) dan Pendekatan K onseptual (conceptual approach).?

! Philipus.M.Hadjon, Pengkgjian Ilmu Hukum, Paper, Pelatihan Metode Hukum Normatif. Unair.
1997, him. 29
Z1bid., him. 95.
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Summary

Notary is a public official who authorized to make deed Authentic. Notariesin
running as Class Il Auction Officer basically is very possible, retrace the Notary
as Officia Auction is a public official and appropriate with legislation can be
justified, in addition to the notary and official Auction is produce alaw is called
the deed and Tract Auction where are both an authentic deed.

Law number 30 year 2004 concerning Notary explains that the authorities are
also making treatise auction. That authority to the notary to making treatise
auction regulated in Article 15 paragraph (2) letter g of Law Number 30 Year
2004 concerning Notary. Awarding The authorization is causing uncertainty legal
in the implementation the auction. Thisis caused awarding authorizing is contrary
with the authority of official auction where the official auction as executor auction
based on Regulation (Reglement Vendu) Article 1 (a), “that should before the
selling in front of public must side auction officials” and Minister of Finance
Regulation No. 175/PMK.06 / 2010 On Official Auction Class Il section (2) point
(g) “that the One requirement to be appointed as official auctioneer must pass the
grade Il education and training for Officers Class Il Auction who organized by the
Education and Training Finance Ministry of Finance.

Based on the Finance Minister Regulation (PMK) No.. 93/PMK.06/2010
about the Implementation Auction, that there are restrictions Authority officials
auction in the service of auction, where the auction officials class I, have
authorized to Execute Auction, Required Un Execute Auction, and Voluntary Un
execute Auction. Mean while the Officers auction Class Il is only authorized to
carry out services Voluntary Un Execute auction.

There is many dis advantage of authority limits of officia Auctions Class I,
in implementation auction on Region level 1 wich is Execute Auction, Required
Un Execute Auction, and Voluntary Un execute Auction is conducted by the
people which is housed in Region level 1I. Automatically officials authorized
auction to guide the auction is official Auctions Class |. Official Auctions Class |
Is not have authorized to guide that auction. There is just have a authorized to
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Voluntary Un execute Auction. so that the people must pay more extra cost to do

auction. By examining these issues, the authors raise the issue as follows:

1) What isthe background of the official auction class Il limits the authority ?

2) How would the force of law if treatise auction is made by Notary as the
auction Officer class 11?

3) Whether Notary have authority to making treatise auction whereis regulted on
Staatblad 1908-189 with Law No. 30 year 2004 concerning Notary is does not

conflict with the authority of the official auction of class |l in the auction?

The purpose of this study was to determine whether there is a conflict of
norms related to the Notary Authority to making treatise auction in the auction,
regulated on Staatsblad 1908-189 with Law Number 30 Y ear 2004 concerning the
authority of Notary on the authority of auction and to discover about the force of
law from treatise auction who is making with Notary as a auction Officers class 1.
In addition, the purpose of this study is to explain the background to the authority
limits for Officers auction Class Il is regulated in the Ministry of Finance numbers
175/PMK.06/2010.

The conclusion of this thesis writing is, if the notary making treatise
auction of the auction using relu from Article 15 paragraph (2) letter (g) of Law
No. 30 of 2004 concerning Notary, The treatise auction not have perfect proof
strength as auhtentic deed, however The treatise auction is have the force of proof
under the hand. Because The treatise auction is useful as perfect evidence for
parties, specifically is sellers and buyers. It is to protect the parties against The
possible legal action against from third parties.

The background of the officia auction authority limits agains official
auction class Il is Regulation of the Minister of Finance numbers
175/PMK.06/2010 is division of authority between officials Auction Auctions
Class| and Class |1 is motivated by several things:

a) Officer auctions class | is Officer Personnel from DJKN, so it has the ability
and experience more than Officer auctions class 1. Remembering the Officer

auctions class Il is only private employees were given only 3 months
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b)

experience by training officer grade Il auction. So it has less understanding
about the auction.

The Auction Officer Second Class is basically a delegation of authority to
assist in the tasks performed by the officia auctions Class | which is on
KPKNL. So the division of authority between the tasks and work areas
between Officers Auctions Class | and Class Il officers will be able to assist
the effective discharge and the proportion between the two officials, Auction
Officer Class | and Class || as mandated by law.

Officials Auctions Class |1 is a partner of the auction and the auction officials
Is authorized private auction where is implement voluntary non-execution
only. Because class Il only Auction officials are helping the tasks performed
by the official auctions Class | whichis on KPKNL.

This type of research that the author used in the preparation of this thesis is

Legal Research. Type of normative research (Lega Research) that is done by

examining the legal rules from the formal as the Act, regulations and the

literature, contains of the theoretical concepts are then linked to the issues to be

discussed in this paper. The method of approach used in the preparation of this

thesis is the approach legidation (statute approach) and Conceptual Approach

(conceptua approach.
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